BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat
ditarik simpulan;

1. Hak-hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-
baiknya dari tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin
dirasakan masih belum maksimal dan efisien jika di selaraskan dengan hak
hak pasien yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
44 Tahunn 2009 Tentang Rumah Sakit, dikarenakan kualitas sumber daya
manusia yang terdapat di RSUD dr. Rasidin belum sepenuhnya menunjang
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang maksimal dan efisien.

2. Upaya pasien yang haknya tidak terpenuhi, pasien dapat melaporkan
keluhan terhadap pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan kesehatan, dan keluhan atas kualitas pelayanan yang dialami
pasien. Pengaduan pasien tersebut dapat dilakukan denganmemberikan surat
keluhan dalam kotak saran yang telah disediakan. Pasien yang merasa
dirugikan atas pelayanan kesehatan dapat menyampaikan pengaduan kepada
Direktur Rumah Sakit, kemudian ke Komite Medis dengan memberikan
keterangan mengenai hal yang diadukan atau dirugikan. Pasien yang tidak
puasdengan keputusan direktur rumah sakit,dapat melaporkan secara tertulis
kepada MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan.
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B. Saran

1. Kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya
menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan, selain itu sumber
daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu
belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat diakses oleh
masyarakat. Penyediaan sarana ini secara bertahap perlu ditingkatkan.

2. Manajemen kesehatan yang belum optimal terutama aspek perencanaan dan
penganggaran pembangunan maupun aspek pelaksanaan dan monitoring
evaluasi program kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
tehnologi di bidang kesehatan, hukum kesehatan, yang perlu ditingkatkan
pada era desentralisasi demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta
terwujudnya good governance.

3. Belum adanya Sistem Informasi Rumah Sakit online yang mendukung
percepatan pemberian pelayanan kepada pasien.

4. Kondisi lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, sosial baik internal
maupun eksternal dalam menghadapi era globalisasi, masih kurang
mendukung pembangunan kesehatan, pembangunan berwawasan kesehatan
sebagai strategi pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai yang
diharapkan perlu pemberdayaan SDM kesehatan dan sektor lainnya serta
masyarakat untuk hal ini sehingga secara bertahap hal ini dapat

dilaksanakan.
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